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ABSTRAK
Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpan-

gan pendapatan. Pembangunan infrastruktur pada daerah Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) 
yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dapat pula menjadi salah satu faktor yang 
membentuk fenomena sosial berupa ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menga-
nalisis ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; dan 
menganalisis ketimpangan pengeluaran pada masyarakat nelayan di Kabupaten Pulau Morotai. Pene-
litian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2021 di Kabupaten Pulau Morotai. Data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan analisis rasio gini. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan di antara nelayan di Kabupaten Pulau 
Morotai yang ditunjukkan dengan nilai rasio gini 0,45; sedangkan pengeluaran nelayan di Kabupaten Pu-
lau Morotai relatif merata di antara nelayan ditunjukkan dengan nilai rasio gini yang rendah sebesar 0,25. 
Rekomendasi kebijakan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan nelayan adalah mendorong pen-
ingkatan kapasitas usaha khususnya pada golongan nelayan pendapatan terendah diharapkan mampu 
meningkatkan pendapatan nelayan.

Kata kunci: rasio gini; pendapatan; pengeluaran; nelayan; Kabupaten Pulau Morotai

ABSTRACT
One of the economic development goals is to solve the problems of poverty and income in-

equality. Infrastructure development in the Integrated Fisheries Marine Center (SKPT) area initiated by 
the Ministry of Marine Fisheries (KKP) can also shape income inequality. This study examines income 
inequality in Pulau Morotai Regency, North Maluku Province; and examines inequality of income and 
expenditure on the fishing community in Pulau Morotai Regency. The study was conducted from March 
to April 2021. The data collected are primary and secondary data analyzed using gini ratio analysis. The 
results showed that income inequality among fishers in Pulau Morotai Regency was indicated by a gini 
ratio of 0.45, while fishermen’s expenditure in Pulau Morotai Regency was relatively distributed among 
fishers indicated by gini ratio of 0.25. Policy recommendations to reduce fishermen’s income inequality 
encourage increased business capacity, especially in the lowest income fishermen are expected to in-
crease fishermen’s income.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Maluku Utara terdiri atas sepuluh 
daerah kabupaten/kota. Selama 10 tahun terakhir, 
dilaporkan adanya disparitas pembangunan antar 
daerah di Provinsi Maluku Utara (Ambar et al., 2021). 
Potensi sumber daya alam, kondisi demografi, 
pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi 
pada daerah tersebut berbeda-beda. Perbedaan 
potensi menyebabkan kemampuan suatu daerah 
untuk meningkatkan pembangunan ekonomi 
menjadi berbeda antara suatu daerah dengan 
daerah lainnya (Mashud et al., 2018). Pertumbuhan 
ekonomi pada masing-masing daerah di Provinsi 
Maluku Utara idealnya memiliki tingkat atau level 
pembangunan yang sama. 

Kabupaten Pulau Morotai merupakan 
kabupaten baru yang sedang berkembang. Selama 
periode 2010—2020, Badan Pusat Statistik (BPS) 
melaporkan ketimpangan pendapatan Kabupaten 
Pulau Morotai relatif lebih rendah dibandingkan 
dengan Provinsi Maluku Utara. Ambar et al. (2021) 
menyatakan bahwa Kabupaten Pulau Morotai 
termasuk daerah yang relatif tertinggal di provinsi 
tersebut. Sektor kelautan dan perikanan merupakan 
sektor unggulan Kabupaten Pulau Morotai. 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 
tahun 2017 melakukan program pembangunan 
industrialisasi perikanan Sentra Kelautan 
Perikanan Terpadu (SKPT). SKPT adalah pusat 
bisnis kelautan perikanan terpadu dari hulu ke hilir 
berbasis kawasan (Hasan et al., 2019), Terdapat 
empat komponen pokok dalam program SKPT, 
yaitu (1) pengembangan kelembagaan usaha, 
(2) pengembangan bisnis kelautan perikanan, 
(3) pengelolaan sumber daya kelautan perikanan 
berkelanjutan, serta (4) pembangunan dan 
pengembangan sarana prasarana (infrastruktur) 
kelautan perikanan (Zamroni et al., 2019). 

Program SKPT melalui investasi infrastruktur 
kelautan perikanan merupakan bentuk upaya 
mengejar ketertinggalan. Investasi infrastruktur 
berperan vital bagi pertumbuhan ekonomi melalui 
akumulasi modal sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas pelaku usaha perikanan. Pada akhirnya 
dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha 
khususnya nelayan perikanan tangkap. Infrastruktur 
merupakan sarana konektivitas aktivitas produksi, 
konsumsi, dan distribusi. Pembangunan 
infrastruktur dapat merangsang pertumbuhan 
ekonomi yang akan mempengaruhi ketimpangan 

pendapatan masyarakat (Rambey, 2018; Damanik 
et al., 2018). Ketimpangan pendapatan yang 
rendah dapat menjadi indikasi bahwa manfaat 
pembangunan diterima oleh seluruh masyarakat. 
Melalui informasi ketimpangan pendapatan, dapat 
diketahui pula tingkat kemiskinan masyarakat 
maupun indeks pembangunan manusia (Istiqamah 
et al., 2018; Rustariyuni, 2014).

Ketimpangan struktural masyarakat nelayan 
dapat ditandai dengan distribusi pendapatan 
yang tidak berimbang (Attamimi et al., 2018). 
Banyaknya kelas sosial suatu masyarakat akan 
mempengaruhi distribusi pendapatan. Kohn et al. 
(1990) menyatakan bahwa distribusi pendapatan 
masyarakat nelayan dapat terjadi karena adanya 
pembentukan kelas berdasarkan kepemilikan 
maupun kontrol terhadap alat produksi serta 
kontrol terhadap manusia. Menurut Kinseng (2017), 
pembagian anggota masyarakat berdasarkan 
parameter berjenjang, seperti pendidikan, 
pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan dapat 
menghasilkan tingkat kesenjangan (level of 
inequality) yang berbeda. 

Informasi terkait ketimpangan pendapatan 
maupun pengeluaran pada masyarakat nelayan 
jarang dilakukan. Ketimpangan pendapatan dapat 
menjadi indikasi awal terkait pemerataan hasil 
pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan 
(Marini, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji ketimpangan pendapatan 
masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi 
Maluku Utara serta mengkaji ketimpangan dan 
pengeluaran masyarakat nelayan di Kabupaten 
Pulau Morotai sebagai basis perumusan kebijakan 
pemerintah daerah.

Pendekatan Ilmiah

Penelitian dilakukan pada bulan Maret 
sampai dengan April tahun 2021 di Kabupaten 
Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai dipilih 
sebagai lokasi penelitian karena adanya program 
SKPT yang digagas oleh KKP pada tahun 2017. 
Selain itu, lokasi ini juga merupakan pulau yang 
berada di perbatasan sehingga menarik untuk dikaji. 
Pengumpulan data dilakukan di tiga kecamatan, 
yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan 
Morotai Timur, dan Kecamatan Morotai Utara. 
Alasan dipilihnya ketiga lokasi tersebut karena 
merupakan sentra produksi perikanan baik jenis 
ikan demersal (seperti ikan kerapu dan kakap) 
maupun ikan pelagis (seperti ikan tuna, tongkol, 
dan cakalang). 
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Jenis data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dan data 
primer. Data sekunder yang dikumpulkan berasal 
dari BPS, yaitu publikasi nilai ketimpangan 
pendapatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara. 
Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei 
wawancara kepada 100 orang responden nelayan 
atau sebesar 2,6% dari total populasi nelayan 
(3.737 orang) dengan teknik purposive sampling. 
Wawancara dilakukan menggunakan kuesioner 
kepada nelayan kategori skala kecil (kurang dari 
10 GT), menggunakan alat tangkap pancing tuna 
dan pancing dasar, dengan status pemilik kapal. 
Data primer yang dikumpulkan berupa informasi 
dasar responden nelayan (umur, jumlah anggota 
keluarga, dan jenis pekerjaan) serta informasi 
terkait pendapatan dan pengeluaran rumah 
tangga nelayan. Pendapatan yang dimaksud 
merupakan pendapatan yang berasal dari seluruh 
rumah tangga, baik pada jenis pendapatan sektor 
perikanan dan non perikanan, maupun pendapatan 
yang berasal dari aset produktif. Pengeluaran 
rumah tangga yang dimaksud merupakan seluruh 
pengeluaran rumah tangga mingguan, bulanan, dan 
tahunan. Metode pengumpulan data pengeluaran 
rumah tangga melalui metode recalling seminggu, 
sebulan, dan setahun terakhir. 

Analisis data primer yang digunakan adalah 
analisis ketimpangan (rasio gini) dan analisis 
deskriptif. Ketimpangan pendapatan merupakan 
suatu konsep pembagian penghasilan yang ada 
di dalam suatu masyarakat. Kerangka proses 
produksi menggambarkan bahwa pemilik faktor 
produksi akan menerima imbalan dari hasil 
penjualan barang yang diproduksinya. Di sisi lain, 
pemilik faktor produksi juga mengeluarkan biaya 
barang maupun jasa berupa modal, tenaga kerja, 
sumber daya alam, dan lain sebagainya kepada 
masyarakat lain. Bagi masyarakat lain tersebut, 

biaya yang dikeluarkan oleh pemilik faktor 
produksi menjadi sebuah pendapatan. Todaro 
dan Smith (2009) menyatakan pendekatan rasio 
gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang 
dihitung dengan membandingkan luas antara 
diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan 
luas segitiga di bawah diagonal (BCD). Data yang 
diperlukan dalam penghitungan rasio gini (GR) 
adalah jumlah rumah tangga atau penduduk dan 
rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah 
tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelas 
(Todaro dan Smith, 2009), dengan rumus

Gambar 1. Konsep Perhitungan Rasio Gini Melalui Pendekatan Kurva Lorenz
Sumber: Todaro dan Smith, 2009

Keterangan:
Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i
Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran 
sampai kelas ke-i

Penggunaan rumus rasio gini pada penulisan 
paper ini telah dimodifikasi sesuai dengan tujuan 
penelitian, antara lain,

1.	 Rumah tangga yang dimaksud merupakan 
rumah tangga responden nelayan yang 
dijadikan sampling penelitian, bukan 
merupakan masyarakat dalam satu kabupaten. 

2.	 Kelas rumah tangga dibagi menjadi 5 kelompok 
kelas dengan pembagian proporsional sebesar 
20% dari kumulatif responden.

Hasil perhitungan rasio gini, dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kriteria, yaitu

1.	 Jika nilai rasio gini kurang dari 0,3 berarti 
ketimpangan rendah;

2.	 Jika nilai rasio gini berkisar antara 0,3—0,5 
berarti ketimpangan sedang; dan 

3.	 Jika nilai rasio gini lebih dari 0,5 berarti 
ketimpangan tinggi.



128

Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7 No. 2 Tahun 2021: 125-136

Copyright © 2021, MARINA

KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT 
SPASIAL DAN INTERTEMPORAL DI PROVINSI 
MALUKU UTARA

Ketimpangan pendapatan adalah suatu 
kondisi distribusi pendapatan yang diterima 
masyarakat tidak merata yang dapat diukur dengan 
indeks gini. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan 
agregat dengan nilai antara nol dan satu. Nilai 
nol berarti tidak ada ketimpangan (pemerataan 
sempurna) sedangkan nilai satu berarti ketimpangan 
sempurna (Istiqamah et al., 2018). Ketimpangan 
pendapatan juga berkaitan dengan kemiskinan. 
Hajiji (2010) menyatakan bahwa semakin banyak 
penduduk yang pendapatannya di bawah standar 
hidup menyebabkan ketimpangan pendapatan 
semakin meningkat.

Informasi perkembangan tingkat 
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku 
Utara dapat dilihat melalui perkembangan rasio 
gini. Dalam sepuluh tahun terakhir (2010—2020), 
ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut 
mengalami fluktuasi (Tabel 1). Nilai rasio gini 
berfluktuasi dengan gap nilai maksimal sebesar 
0,1 dan tergolong dalam kategori ketimpangan 
sedang. Pada tahun 2015 hingga 2016, merupakan 
titik nilai rasio gini terendah. Nilai indeks gini secara 
spasial (kabupaten/kota) di Provinsi Maluku Utara 
dilaporkan secara berkala oleh BPS (2021). Selama 
sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Halmahera 
Tengah memiliki indeks gini paling tinggi, yaitu 0,36 
(tahun 2018), sedangkan Kabupaten Halmahera 
Selatan dan Tidore Kepulauan memiliki indeks 
gini paling rendah, yaitu 0,21 (tahun 2015 dan 
2016). Beberapa penyebab tinggi dan rendahnya 

ketimpangan pendapatan adalah faktor pendidikan, 
penurunan produktivitas, dan peningkatan investasi 
(Barro, 2000; Ashenfelter & Rouse, 2000). 
Tingginya ketimpangan pendapatan di Kabupaten 
Halmahera Tengah dapat disebabkan banyak 
faktor terutama peningkatan investasi dan rentang 
kendali wilayah. Hale (2017) menyebutkan bahwa 
Kabupaten Halmahera Tengah menjadi salah satu 
kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terendah. Rendahnya ketimpangan pendapatan 
di kedua kabupaten tersebut dapat disebabkan 
karena pertumbuhan ekonomi melalui sektor 
perikanan khususnya usaha penangkapan tuna.

Secara spesifik, tren ketimpangan 
pendapatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara 
ditampilkan pada Tabel 1. Tren ketimpangan 
pendapatan mengalami kenaikan sebesar 0,3 
antara tahun 2010, 2011, 2014, 2015, 2018, dan 
2020. Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten 
Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate merupakan 
wilayah dengan tren ketimpangan yang tinggi. 
Sedangkan kabupaten lainnya, menunjukan tren 
yang negatif. Hal yang menarik adalah Kabupaten 
Pulau Morotai menjadi satu-satunya kabupaten 
dengan pertumbuhan ketimpangan pendapatan 
minus. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan 
masyarakat semakin kecil, dengan kata lain 
terdapat potensi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.

KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT 
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Jumlah penduduk Kabupaten Pulau 
Morotai pada tahun 2020 mencapai 74.436 

Tabel 1. Tren Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten/Kota
Tren

2010—2014 2015—2020 2010—2020
Halmahera Barat -4,2 0,7 -2,3
Halmahera Tengah 5,5 0,5 2,2
Kepulauan Sula -1,9 0,0 -0,9
Halmahera Selatan 0,7 1,3 -1,0
Halmahera Utara 0,7 -0,6 -0,6
Halmahera Timur -2,7 2,4 -0,3
Pulau Morotai -1,3 -1,3 -1,9
Pulau Taliabu N/A 1,4 N/A
Ternate 4,7 1,3 1,5
Tidore Kepulauan -0,9 3,6 1,1
Provinsi Maluku Utara 0,0 2,8 0,3

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021 (Diolah)
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jiwa dengan 51,91% berada pada usia 20—59 
tahun (didominasi usia produktif). Angkatan kerja 
mencapai 30.261; 95% bekerja, sedangkan 5% 
lainnya kategori pengangguran terbuka. Jumlah 
penduduk miskin di Kabupaten Pulau Morotai 
mencapai 4.430 jiwa atau 6,46% penduduk pada 
tahun 2020. Mata pencaharian utama didominasi 
pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 
yaitu sebesar 61,33 % dari penduduk yang 
bekerja. Pengeluaran per kapita penduduk pada 
tahun 2020 sebesar Rp882.651,00 kapita/bulan 
dengan proporsi 51,48% merupakan pengeluaran 
pangan. Pengeluaran penduduknya mencapai 
Rp6.290.000,00 kapita/tahun atau lebih rendah 
dari rata-rata pengeluaran penduduk di Provinsi 
Maluku Utara (Rp8.032.000,00 kapita/tahun) (BPS 
Kabupaten Pulau Morotai, 2021).

Variasi pendapatan per kapita penduduk 
relatif terdistribusi merata, yang ditunjukan nilai 
rasio gini sebesar 0,25. Nilai tersebut lebih 
rendah dari nilai rasio gini di Provinsi Maluku 
Utara sebesar 0,33. Perkembangan nilai rasio 
gini dalam 10 tahun terakhir mengalami tren 
membaik pada level provinsi. Jika dibandingkan 
dengan level nasional, nilai rasio gini Kabupaten 
Pulau Morotai juga lebih baik. Pada tahun 2020, 
tercatat ketimpangan pendapatan nasional 
berada pada nilai 0,38. Nilai rasio gini nasional 
relatif tidak ada perbedaan dengan kondisi dua 
dasawarsa terakhir, bahkan terjadi kecenderungan 
peningkatan rasio gini (Nangarumba, 2015; 
Nadya & Syafri, 2019). 

Tren nilai rasio gini yang menurun di 
Kabupaten Pulau Morotai, diduga berasal dari 
kontribusi program SKPT. Tabel 2 menunjukan 
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 
merupakan sektor unggulan dengan nilai Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar 
harga berlaku sebesar 47 %—50 %. Tabel 2 
memperlihatkan adanya korelasi cukup kuat antara 

rasio gini dengan PDRB. Meskipun bernilai positif, 
jika dipecah antar sub sektor, PDRB sub sektor 
perikanan relatif semakin meningkat pada periode 
2011 hingga 2018. Dengan kata lain, semakin 
meningkat PDRB sub sektor perikanan maka 
semakin menurun nilai rasio gini. Oleh karena itu 
penurunan indeks gini di Kabupaten Pulau Morotai 
berkorelasi kuat karena adanya peningkatan 
industrialisasi sektor perikanan melalui program 
SKPT. 

KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN 
PENGELUARAN ANTAR NELAYAN 

Ketimpangan pendapatan umumnya 
dilakukan melalui perhitungan masyarakat 
secara luas, namun masih jarang perhitungan 
ketimpangan pendapatan berdasarkan masyarakat 
secara khusus. Selain itu, perhitungan terkait 
ketimpangan pendapatan dan pengeluaran 
masyarakat nelayan, khususnya di daerah 
perbatasan masih sedikit yang meneliti. Pada 
bab ini, dibahas ketimpangan pendapatan dan 
pengeluaran pada masyarakat nelayan perikanan 
tuna skala kecil dan pancing dasar yang berada 
di Kabupaten Pulau Morotai.

Ketimpangan Pendapatan Nelayan

Pendapatan maupun pengeluaran rumah 
tangga nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain, umur responden, jumlah anggota 
keluarga, maupun jenis usaha, dan pekerjaan 
yang dimiliki oleh masing-masing anggota rumah 
tangga (Lamia, 2013). Wahyuni dan Monika 
(2016) telah menyimpulkan bahwa pendidikan 
dapat mengurangi ketimpangan pendapatan 
pada masyarakat. Bahkan, pendidikan juga dapat 
mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender 
laki-laki dan perempuan. 

Dilihat dari kategori umur responden, 
masyarakat nelayan yang berada di lokasi SKPT 

Tabel 2. Analisis Korelasi Rasio Gini terhadap Jumlah Penduduk, Kemiskinan, dan PDRB Kabupaten Pulau 
Morotai Periode 2011—2018.

Jenis Data
Tahun

Korelasi
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rasio gini (GR) 0,26 0,29 0,32 0,29 0,27 0,24 0,32 0,26 N/A
Jumlah Penduduk (Ribu jiwa) 54 55 57 59 60 62 64 65 -0,09
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 6,3 5,3 5,3 5,2 5,1 4,4 4,5 4,7 0,00
Penduduk Miskin (%) 11,6 9,5 9,2 8,7 8,4 7,1 7,1 7,2 0,01
PDRB Pertanian, Perikanan (%) 50,0 50,0 49,7 48,8 47,3 47,5 47,3 47,2 0,25

Sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai, 2021
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termasuk ke dalam kategori umur produktif (Tabel 
3). Hal ini menunjukan bahwa produktivitas kerja 
maupun motivasi untuk bekerja relatif lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan kategori umur lebih dari 
50 tahun. Selain itu, adanya tuntutan kebutuhan 
dalam menghidupi keluarga yang memacu 
semangat untuk tetap produktif dalam melakukan 
aktivitas pekerjaan, dikarenakan rata-rata nelayan 
memiliki lebih dari dua anak dalam satu keluarga. 
Jumlah anggota keluarga menjadi faktor utama 
dalam mengkaji tingkat pendapatan maupun 
pengeluaran rumah tangga. Jumlah anggota 
keluarga dominan pada kategori 4—5 orang, yang 
berarti satu keluarga memiliki anak sebanyak 
2—3 orang. Semakin banyak anggota keluarga 
maka berkorelasi positif terhadap pendapatan dan 
pengeluaran rumah tangga. 

Bagi masyarakat yang bertempat tinggal 
di pulau kecil seperti Kabupaten Pulau Morotai, 
sumber daya laut menjadi sumber mata 
pencaharian dalam memenuhi kebutuhan rumah 
tangga. Namun, terdapat pula mata pencaharian 
alternatif yang berada di darat. Mata pencaharian 
alternatif juga menjadi faktor tingkat pendapatan 
masyarakat nelayan. Sebanyak 34 orang dari 

responden (34%) yang diteliti memiliki sumber 
mata pencaharian alternatif nonperikanan, antara 
lain, petani perkebunan, tukang bangunan, supir 
angkutan, dan pedagang eceran. Tidak hanya 
berasal dari kepala rumah tangga, anggota rumah 
tangga juga menyumbang tingkat pendapatan 
keluarga. Sebanyak 24% anggota keluarga 
responden bekerja sebagai petani perkebunan, 
pegawai swasta, nelayan, dan lain sebagainya. 
Alternatif pekerjaan sebagai petani perkebunan 
merupakan pekerjaan yang dominan disebabkan 
wilayah kebun atau hutan masih cukup tersedia di 
Kabupaten Pulau Morotai. 

Pendapatan nelayan dari hasil penangkapan 
tidak stabil disebabkan faktor alam, musim, 
dan kestabilan harga berimbas pada tingkat 
kesejahteraan keluarga. Kepala keluarga harus 
lebih bijak dalam menyiasati untuk mencari 
pekerjaan tambahan pada bidang lain, sehingga 
dapat menambah penghasilan dan meningkatkan 
kesejahteraan. Kondisi usaha nelayan dengan 
faktor ketidakpastian yang tinggi akan berdampak 
pada tingkat kesejahteraan dan ketimpangan 
pendapatan nelayan. Pendapatan antar rumah 
tangga nelayan bisa saja berbeda meskipun memiliki 

Tabel 3. Kategori Umur dan Anggota Keluarga Responden Berdasarkan Kecamatan. 

Kategori Rentang
Nilai Kategori (%) Berdasarkan Kecamatan

Total (%)
Morotai Selatan Morotai Utara Morotai Timur

Umur (tahun)
< 30 1 1 1 3

30—50 32 14 16 62
> 50 17 10 8 35

Anggota Keluarga (jiwa)

< 1 3 0 1 4
2—3. 4 5 4 13
4—5. 26 10 14 50
> 5 16 10 6 32

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Tabel 4. Ketimpangan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Pulau Morotai.

Kelom 
pok (X)

Kumulatif 
Pendapatan (Y)

Persentase 
Kelompok 

(%X)

Persentase 
Pendapatan 

(%Y)
Y/∑ Y*100% ∑%Y ∑%Yi+Yi-1 ∑ (%Yi+Yi-1)*%X

1. 203.130.000 20 20 4 3,62 3,62 0,72

2. 446.800.000 20 40 8 11,57 15,19 3,04

3. 730.495.600 20 60 13 24,58 36,15 7,23

4. 1.359.305.000 20 80 24 48,78 73,36 14,67

5. 2.876.298.000 20 100 51 100 148,78 29,76

Jumlah
5,616,028,600 100 100.00 55,42

Rasio gini (GR) = 1 - 55,42% 0,45
Sumber: Data Primer Diolah, 2021
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karakteristik  usaha yang sama. Ketimpangan 
pendapatan antar rumah tangga menunjukkan 
adanya  ketidakmerataan tingkat kesejahteraan 
antar rumah tangga pada kelompok masyarakat 
tersebut (Firdaus & Witomo, 2014). 

Hasil analisis rasio gini (Tabel 4) pada 
masyarakat nelayan yang berada di lokasi SKPT 
menunjukan nilai ketimpangan pendapatan 
sebesar 0,45 (ketimpangan menengah). 20% 
kelompok nelayan berpendapatan paling rendah 
(X1) dan paling tinggi (X5) berturut-turut memiliki 
proporsi kumulatif pendapatan sebesar 4% dan 
51%. Salakory (2020) juga memperoleh hasil 
serupa, bahwa rasio gini antar rumah tangga 
nelayan di Kabupaten Manokwari menunjukan 
nilai 0,47. Kondisi ini menunjukan bahwa terdapat 
perbedaan nilai antara rasio gini pada masyarakat 
umum dan nelayan. Kondisi tersebut wajar terjadi, 
karena adanya perbedaan data pendapatan 
yang digunakan (Kuncoro, 2003). Tabel 4 
menginformasikan ketimpangan pendapatan 
masyarakat nelayan yang berada di lokasi SKPT di 
lokasi penelitian relatif lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan masyarakat umum Kabupaten Pulau 
Morotai (rasio gini 0,25 pada tahun 2020). Kondisi 
ini bertolak belakang dengan pernyataan Dumairy 
(1996) bahwa ketimpangan pendapatan relatif 
lebih merata di daerah pedesaan daripada di 
daerah perkotaan. Kenyataannya, masyarakat 
nelayan di Kabupaten Pulau Morotai sebagian 
besar berada di daerah perdesaan dibandingkan 
di daerah perkotaan.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi pada 
masyarakat nelayan di Morotai terutama di kawasan 
SKPT disebabkan beberapa hal: Pertama, adanya 
perbedaan status sebagai pemilik, nahkoda, dan 
Anak Buah Kapal (ABK) kapal. Pemilik kapal, 
memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan 
dengan nahkoda dan ABK. Besar kecilnya bagi hasil 

dipengaruhi kapasitas armada dan hasil tangkapan. 
Berdasarkan informasi nelayan tuna, pada waktu 
tertentu besarnya jumlah hasil tangkapan terkadang 
tidak diimbangi dengan kapasitas muatan kapal 
(palka). Rentang ukuran kapal tuna berkisar 
2—10 GT. Pada kapal kecil, besarnya jumlah hasil 
tangkapan terkadang tidak dapat menutup biaya 
operasional. Menurut nelayan, meskipun ikan tuna 
masih dapat ditangkap di lokasi fishing ground 
(berjarak 10—20 mil, waktu tempuh 3—5 jam), 
ketika palka sudah penuh nelayan harus kembali 
ke daratan. Mereka dapat kembali ke fishing 
ground lagi jika ingin melakukan penangkapan 
ikan lagi. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya 
biaya operasional yang berpengaruh terhadap bagi 
hasil, sehingga ketimpangan pendapatan menjadi 
lebih besar. 

Kedua, perbedaan lokasi penangkapan 
juga akan menentukan besarnya ketimpangan 
pendapatan. Semakin jauh lokasi penangkapan, 
maka akan semakin besar biaya operasional. 
Pemilik kapal dengan modal terbatas, akan 
mencari donatur biaya operasional. Pada pola ini, 
sistem bagi hasil akan terbagi menjadi tiga, yaitu 
pemilik kapal, ABK, dan donatur biaya operasi 
penangkapan yang akan berpengaruh terhadap 
ketimpangan pendapatan nelayan. 

Ketiga, perbedaan jenis komoditas ikan. 
Secara umum, terdapat dua jenis ikan target 
hasil tangkapan nelayan, yaitu ikan tuna dan 
ikan demersal. Komoditas tuna merupakan ikan 
primadona karena bertujuan ekspor dan jual tinggi. 
KKP (2021) melaporkan nilai ekspor tuna tahun 
2020 sebesar 14,15% setelah udang. Meskipun 
demikian, biaya investasi maupun operasional yang 
perlu disiapkan relatif lebih besar dibandingkan 
dengan penangkapan ikan demersal. Sehingga, 
usaha tuna hanya diminati oleh nelayan bermodal 
besar.

Gambar 2. Persepsi Responden Nelayan Terhadap Musim Penangkapan Ikan 
Sumber: Data Primer Diolah, 2021
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Keempat, musim penangkapan ikan. Pada 
perikanan demersal penangkapan dapat dilakukan 
sepanjang tahun (Gambar 2), pola musim relatif 
datar sepanjang tahun. Hal yang berbeda adalah 
pada musim penangkapan tuna, yaitu bulan Januari 
hingga Mei merupakan musim puncak. Akhirnya, 
pada rentang bulan tersebut terjadi ketimpangan 
pendapatan yang tinggi antara nelayan tuna dan 
nelayan demersal.

Kelima, pekerjaan alternatif selain nelayan. 
Beberapa pekerjaan alternatif pada masyarakat 
nelayan, antara lain, berdagang toko kelontong, 
buruh bangunan, maupun berdagang ikan. Selain 
pendapatan kepala keluarga, pendapatan dari 
anggota rumah tangga seperti pendapatan istri 
nelayan atau perempuan juga dapat mempengaruhi 
ketimpangan pendapatan. Usaha perikanan tentu 
tidak hanya menjadi ranah bagi lelaki. Perempuan 
berperan dalam mendukung usaha perikanan 
(Adam, 2020), namun pada usaha penangkapan, 
para lelaki memiliki peran lebih dominan. Dalam 
usaha pemasaran dan pengolahan, peran 
perempuan menjadi lebih dominan. Meningkatkan 
partisipasi istri maupun anggota rumah tangga 
lainnya dalam bekerja merupakan upaya strategis 

meningkatkan pendapatan rumah tangga 
(Kurniawati, 2017). Hasil analisis menunjukan 
bahwa sebanyak 18 orang istri nelayan melakukan 
usaha atau bekerja baik pada sektor KP maupun 
non sektor KP. Meskipun demikian, pendapatan istri 
memiliki rasio dominan lebih rendah dibandingkan 
dengan kepala rumah tangganya (Gambar 3).

Keenam, program SKPT melalui 
pembangunan infrastruktur perikanan ditujukan 
untuk kesejahteraan masyarakat nelayan secara 
keseluruhan. Namun, saat ini hanya dimanfaatkan 
oleh pelaku usaha penangkapan tuna. Dengan 
kata lain, nelayan tuna memperoleh manfaat 
yang lebih besar dibandingkan dengan nelayan 
perikanan demersal, sehingga mempengaruhi 
ketimpangan pendapatan antar kedua kelompok 
nelayan tersebut.

Hasil perhitungan indeks gini juga 
diperlihatkan pada Gambar 4. Garis berwarna 
merah menunjukan garis ketimpangan pendapatan 
sempurna, sedangkan biru menunjukan distribusi 
pendapatan nelayan. Semakin cembung garis 
berwarna biru (menjauhi garis merah) berarti 
semakin tidak meratanya distribusi pendapatan 

Gambar 4. Kurva Ketimpangan Pendapatan Responden Nelayan 
Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Gambar 3. Kontribusi Pendapatan Rumah Tangga antara Suami dan Istri Nelayan
Sumber: Data Primer Diolah, 2021
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atau ketimpangan pendapatan semakin tinggi. 
Hasil ini menunjukan bahwa distribusi pendapatan 
masyarakat nelayan di Kabupaten Pulau Morotai 
relatif lebih baik jika dibandingkan dengan nelayan 
lainnya pada karakteristik nelayan perbatasan dan 
kepulauan (Pakasi et al., 2015). 

Ketimpangan Pengeluaran

Perbedaan lapangan usaha telah 
menyebabkan pendapatan rumah tangga 
nelayan juga bervariasi. Perbedaan tersebut juga 
menyebabkan ketimpangan pendapatan antar 
satu rumah tangga nelayan dengan rumah tangga 
lainnya yang juga dapat mencerminkan adanya 
ketidakmerataan pendapatan. Tidak meratanya 
pendapatan pada dasarnya juga dapat menimbulkan 
adanya perbedaan pengeluaran maupun pola 
konsumsi suatu rumah tangga nelayan. 

Ketimpangan pengeluaran dapat pula 
menjadi tolok ukur atau representasi kesejahteraan. 
Jika pendapatan meningkat, maka terdapat 
kecenderungan pula adanya peningkatan 
pengeluaran. Ketimpangan pengeluaran rumah 
tangga nelayan jarang dibahas. Umumnya, 
pembahasan terkait pengeluaran selalu dikaitkan 

dengan tingkat pengeluaran pangan dan nonpangan. 
Semakin besar tingkat pengeluaran pangan 
dibandingkan dengan nonpangan, maka semakin 
rendah tingkat kesejahteraannya (Suparmin et al., 
2016). Kondisi serupa juga terjadi pada rumah 
tangga nelayan di kawasan SKPT, yaitu sebanyak 
88% tingkat pengeluaran pangan lebih tinggi 
dibandingkan dengan nonpangan (Gambar 5).

Hasil analisis menunjukan bahwa 
ketimpangan pengeluaran rumah tangga nelayan 
di kawasan SKPT sebesar 0,23 (ketimpangan 
rendah), yang berarti relatif lebih rendah dari 
ketimpangan pendapatan nelayan (Tabel 5). 
Informasi ini menunjukan bahwa adanya perbedaan 
pendapatan masyarakat nelayan tidak berpengaruh 
terhadap pengeluaran masyarakat. Perbedaaan 
status sebagai pemilik kapal, ABK, dan nahkoda 
memiliki pengeluaran sama. Hal ini terjadi karena 
kawasan SKPT fokus pembangunan infrastruktur 
pada sektor produktif, bukan sektor konsumtif 
seperti pembangunan pasar dan toko untuk 
kebutuhan nelayan. Munandar dan Fikriah (2016) 
menyimpulkan hal berbeda, bahwa ketimpangan 
pengeluaran petani lebih tinggi dibandingkan 
pendapatannya. 

Gambar 5. Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Nelayan 
Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Tabel 5. Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Pulau Morotai.

Kelompok 
(X)

Kumulatif 
Pengeluaran 

(Y)

Persen 
Kelompok 

(%X)

Persentase 
Kumulatif 

Pengeluaran 
(%Y)

Y/∑ 
Y*100% ∑%Y ∑%Yi+Yi-1 ∑ (%Yi+Yi-

1)*%X

1. 290.586.600 20 20 0,09 9,03 9,03 1,81
2. 470.965.000 20 40 0,15 23,66 32,69 6,54
3. 614.575.000 20 60 0,19 42,76 66,42 13,28
4. 765.824.500 20 80 0,24 66,55 109,31 21,86
5. 1.076.623.000 20 100 0,33 100,00 166,55 33,31

Jumlah 3.218.574.100 100 100,00 76,80
Rasio gini (GR) = 1 - 76,80% 0,23

Sumber: Data Primer Diolah, 2021
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PENUTUP

Indeks gini menggambarkan kondisi 
ketimpangan pendapatan dan pengeluaran 
masyarakat. Secara umum, ketimpangan 
pendapatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara 
termasuk ke dalam ketimpangan sedang (0,28—
0,33). Kabupaten Halmahera Tengah memiliki indeks 
gini paling tinggi (0,36), sedangkan Kabupaten 
Halmahera Selatan dan Tidore Kepulauan memiliki 
indeks gini paling rendah (0,21). Kabupaten Pulau 
Morotai memiliki nilai indeks gini rendah (0,28) 
dengan tren pertumbuhan indeks gini negatif. 

Ketimpangan pendapatan nelayan di 
kawasan SKPT tergolong dalam ketimpangan 
menengah/sedang (0,45), sedangkan ketimpangan 
pengeluaran tergolong rendah (0,23). Faktor 
yang mempengaruhi besarnya nilai ketimpangan 
pendapatan nelayan adalah ketidakpastian 
pendapatan karena kondisi musim, kontribusi 
pendapatan anggota rumah tangga maupun 
program industrialisasi perikanan SKPT. Program 
SKPT saat ini hanya dimanfaatkan oleh pelaku 
usaha tuna, sehingga ketimpangan pendapatan 
antara nelayan tuna dan demersal tinggi. Dalam 
upaya mengurangi ketimpangan pendapatan 
masyarakat nelayan, pemerintah perlu mendorong 
kebijakan peningkatan kapasitas usaha pada 
nelayan berpenghasilan rendah agar memiliki 
pendapatan yang sama dengan nelayan lainnya. 
Selain itu, dalam jangka panjang pemanfaatan 
infrastruktur SKPT perlu didorong kepada pelaku 
usaha perikanan demersal agar distribusi manfaat 
program SKPT akan lebih merata. 
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